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WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 973.45-17 TAHUN 2020
TENTANG

KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJ OP) SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

a.

1.

WALI KOTA BOGOR,

bahwa dalam rangka menetapkan besaran Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) Tahun 2020 dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan  Perkotaan perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Bogor tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan PBB
P2 di Kota Bogor Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan
KESATU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012
Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor1 Seri B);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor
Tahun 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

a. Kklasifikasi dan besaran NJOP permukaan bumi atas

b.

tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
klasifikasi dan besaran NJOP bangunan berupa Daftar
Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

c. Kklasifikasi dan NJOP atas bumi dan/atau bangunan
yang diperoleh dari hasil penilaian individual atas objek
pajak PBB P2 kategori khusus sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

: Klasifikasi dan besarnya NJOP atas bumi dan/atau

bangunan serta DBKB sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU hanya dipergunakan sebagai dasar untuk
pengenaan PBB P2.

. Penggunaan NJOP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA bukan merupakan tanggung jawab
Pemerintah Daerah Kota Bogor;

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
,,p,‘aqf{r 3 «;gg‘al 2 Januari 2020
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